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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Isi Perjanjian Pengadaan Kartu Mahasiswa Antara PT. BNI
(Persero) Tbk Dengan Universitas Bengkulu.
1. Bentuk Perjanjian
Perjanjian antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan é&msitas Bengkulu
dalam pengadaan kartu mahasiswa termasuk dalaanpan yang bersifat timbal
balik, artinya hak dan kewajiban di satu pihak bedpan dengan hak dan
kewajiban dipihak lain, sehingga kedua belah piyakg melaksanakan perjanjian
ini harus sama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-menerima haknya.
Mengenai bentuk perjanjian tidak dijelaskan secia@, akan tetapi akibat-
akibatnya dibedakan antara perjanjian secaraitetah perjanjian secara lisan, hal
ini diatur dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 Kitatdddg-Undang Hukum Perdata
Menurut Subekti “Perjanjian yang dibuat secarautisrbertujuan tidak lain
sebagai salah satu alat bukti lengkap dari pegafift hal senada juga dikemukan
oleh Riduan Syahrani dalam bukunya Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata
yang mengemukakan “perjanjian ini dibuat secaranlidyanya sebagai alat

pembuktian lfeweijmiddel) mengenai bentuk tertulis dapat dilakukan dengaa d

24 Subekti, 1995Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 4
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cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangale para pihak dan akta
ountentik yang dibuat oleh notaris”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olefups bahwa perjanjian
pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Perddsk)dengan Universitas
Bengkulu dalam bentuk tertulis dituangkan dalamtdeeryang diberi nama
perjanjian kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tékgdn Universitas Bengkulu
tentang penerbitan dan pengelolaan kartu mahagisMadan Kartu Pegawai (KP)
Universitas Bengkulu

. Isi perjanjian

Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Updadang Hukum
Perdata yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah beri&agai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjiaik tyang dikenal
maupun yang tidak kenal di dalam undang-undang,digthi mengandung sistem
terbuka, yaitu kebebasan membuat perjanjian daalonddata “semua” maka pasal
ini memberikan suatu pernyataan bagi masyarakawvdatperkenankan membuat
suatu perjanjian apapun, menentukan apa, dan deeyzan perjanjian itu diadakan,
sepanjang para pihak merasa sepakat dan mereka tepeentukan syarat-syarat
yang diinginkan dengan perkataan lain. Sepanjangrp@n itu tidak bertentangan

dengan hukum, kesusilaan, ketertiban dan tidak giean kepentingan umum,

% Riduan Syahrani, 2004, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hulental, Alumi, Bandung, Halaman 200



serta semua persetujuan yang dibuat menurut ketekietentuan hukum mengikat

para pihak.

Menurut R.M. Suryonodiningrat, S.H. untuk menetapkai perjanjian,
maka kita harus memperhatikan lima faktor, ialah:
a. Ketentuan undang-undang memaksa, bahwa suatu jmerjatu tidak
hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan dindiaya, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjangémruskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang
Kemauan kedua belah pihak yang telah dinyatakagaitekata-kata
Ketentuan undang-undang pelengkap
Kebiasaan
e. Keadilan
Syarat yang harus ada pada suatu perjanjian itu:yai
a. Syarat formal
Dalam syarat formal ini dititik beratkan adalah nti&as para
pihak yang mengadakan perjanjian
b. Syarat materiel
Dalam syarat meteriel ini hanya difokuskan adaldbjelo
perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak
c. Syarat teknis
Dalam syarat teknis ini yang perlu diperhatikan la@dgangka
waktu pelaksanaan dan aspek keuangan
d. Syarat yuridis
Dalam syarat yuridis ini yang diperlukan dititikbécan adalah
segala hal yang berhubungan dengan sanksi jikeh ssddéu pihak
melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu peajahii

oo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapatkémvhaPerjanjian Kerjasama
Pengadaan Pengadaan Kartu Mahasiswa Antara PT.(B&sero) Tbk Dengan
Universitas Bengkulu telah memnuhi syarat perjanjang harus ada pada suatu
perjanjian yaitu:

a. syarat formal

% M. Moersad, 1979Tafsiran singkat Beberapa Bab Dlam Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta
Halaman 79



Dalam perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasistara PT. BNI
(Persero) Tbk dengan universitas Bengkulu, terddpagan jelas identitas para

pihak yang membuat perjanjian yaitu:

1) Nama : Drs. Nasrun Tamin M.M.
Jabatan : Pimpinan Cabang PT. BNI (Persero) Tbk
Alamat : Jalan S. Parman No. 34 Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BR8rsero) Tbk

cabang Bengkulu selanjutnya dalam perjanjian isellit dengan pihak pertama

2) Nama : Prof. Dr. Zulkifli Husein S.E M.Sc
Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu
Alamat : Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaessitas Bengkulu

yang selanjutnya disebut pihak kedua.

. Mengenai syarat materil
Dalam perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasismtara PT. BNI
(Persero) Thk dengan Universitas Bengkulu yanditdiayatakan dengan jelas
objek perjanjiannya, yaitu:
1. Salah satu kegiatan usaha PT. BNI (Persero) Tblalasaenyelenggarakan
pelayanan tabungan dengan berbagai kemudahan kmmanang tunai

melalui ATM danCash Card



2. Universitas Bengkulu sebagai lembaga yang mengembamDharma
Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pediga Pada
Masyarakat) akan mendapatkan nilai tambah denganyadpealayanan
perbankan dari PT. BNI (Persero) Tbk.

3. Sebagai identitas diri serta untuk keperluan akéslesan administrasi
lainnya universitas Bengkulu memberikan kartu M&ves Universitas
Bengkulu kepada mahasiswa Universitas Bengkulu KHartu Pegawai
Universitas Bengkulu kepada pegawai, dosen, daansggunsur Pimpinan
Univeritas Bengkulu

4. Untuk mengefektifkan penggunaan Kartu Mahasiswavéisitas Bengkulu,
dan Kartu Pegawai Universitas Bengkulu, memotivgg@manfaatan
tabungan dan efisiensi keuangan mahasiswa, pegasda dosen
Universitas Bengkulu, kedua belah pihak bersepakabgusahakan agar
kartu-kartu tersebut dapat berfungsi sebagai K&itis untuk pelayanan
tabungan dan penarikan uang tunai, baik melalui Amdupunteller
langsung diseluruh Kantor Caba@g Line PT. BNI (Persero) Tbk

c. Mengenai syarat teknis
Mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dejedas disebutkan
dalam Pasal 11 perjanjian perjanjian kerjasama gqubaan kartu mahasiswa
antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan UniversitasggRelu yang berbunyi:
“perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangoleh PT. BNI
(Persero) Tbk dan pihak Universitas Bengkulu unauigka waktu 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakherdasarkan
persetujuan kedua belah pihak”



Perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasisweadia BNI (Persero)
Tbk dengan Universitas Bengkulu telah diperpanjgmpa berdasarkan
kesepakatan kedua para pihak.

Mengenai keuangan disebut dalam dalam Pasal {Byatruf :

“b. penerbitan Kartu Mahsiswa Universitas Bengkulikenakan biaya

sebesar Rp. 5.000,- per kartu dan penggantian bédga kartu yang

hilang/rusak dikenakan beban sebesar Rp. 10.000,-

c. Saldo minimum yang harus dipelihara oleh pemgd&artu Mahasiswa

Universitas Bengkulu adalah sebesar Rp. 10.000,-

d. Biaya pemeliharaan rekening yang dikenakan lkepsatiap rekening

mahasiswa dikenakan adalah sebesar Rp. 250,- dan laias beban

mahasiswa”
d. Mengenai syarat yuridis

Mengenai syarat yuridis, perjanjian kerjasama pdaga kartu
mahasiswa antar PT. BNI (Persero) Tbk dengan UsitasrBengkulu mengenai
penyelesaian perselisihan antara kedua belah pilyakg dapat dilakukan
dengan jalur hukum dengan musyawarah (di luar pklagg dan melalui
pengadilan apabila tidak dapat diselesaikan dengasyarawarah telah diatur
dengan jelas pada Pasal 15 yang berbunyi:

“Apabila terjadi perselihan tentang penafsiran daelaksanaan
perjanjian ini, kedua belak pihak akan menyelesaigacara musyawarah
dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka alsmbediaikan melalui jalur
hukum pada pengadilan negeri’

3. Syarat sahnya perjanjian kerjasama pengadaan k&u mahasiswa antara PT.

BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu



Untuk disenggalarakannya perjanjian kerjasama épiedi halnya perjanjian
lain, dibutuhkan syarat-syarat tertentu baik itungenai orang yang membuat
perjanjian, mengenai isi perjanjian dan kadang-kgdeentuk perjanjian.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Pergeayatakan untuk
sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empatatya

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

a. Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan

a. Suatu hal tertentu

b. Suatu sebab yang halal"

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagapegierjanjian, artinya
setiap perjanjian harus memenuhi keempat syardiilmiingin menjadi perjanjian
yang sah.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telahubis lakukan, maka dari
keempat syarat tadi, dapat kita lihat dalam pels&aa perjanjian kerjasama ini
yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkanyali adalah
merupakan pertemuan atau persesuaian pendapatsaata lain atas isi
perjanjian. Jadi dalam hal tidak terdapat persesupedapat atas isi perjanjian
maka tidak terdapat pula kesepakatan dari mereka iyeengikatkan dirinya.
Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilélah terbentuk
suatu kesepakatan untuk mengadakan perjanjian skemgm dalam

Memorandum of Understanding (MOU) yang ditawarkan oleh pihak BNI

kepada Universitas Bengkulivlemorandum Of Understanding (MOU) yang



ditawarkan oleh BNI itu lalu dipelajari dan dipahaofeh pihak Universitas
Bengkulu sebelum menerima tawaran tersebut. Setéfaversitas Bengkulu
menyetujui tawaran tersebut maka ditandandysemorandum of Under standing

(MOU) dan perjanjian kerjasama hingga lahirlah &emma tersebut, yang
tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT. BMrsero) Tbk dengan

Universitas Bengkulu dengan Nomor: 2015. A/ J38UB/ 1998.

. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Bila membahas kecakapan untuk membuat suatu parjanaka hal ini
berarti sama dengan membahas subjek hukum, kardyjek hukum adalah
sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum aajadn pihak atau subjek
dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap untrkbuat suatu
perjanjain.
Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukumaglaitu:
1. Orang pribadi
2. Badan hukum

Jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama ini mgkag menjadi
subjek adalah badan hukum, dimana pihak yang bekirbukan atas nama
orang pribadi. Pasal 1654 Kitab Undang-undang HulRerdata menyatakan
bahwa badan apa saja yang merupakan badan hukunbadan yang dapat
melakukan pernuatan hukum atau menjadi pihak atdojels dalam suatu

hubungan hukum. Pasal ini menyakatakan bahwa speriampulan yang sah



adalah seperti halnya dengan orang-orang premay berkuasa untuk
melakukan tindakan-tindakan perdata.

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang subjek addbaldan hukum,
dimana terdiri dari Universitas Bengkulu yang mekgn suatu perguruan
tinggi pemerintah terdiri atas pendidikan akadedak pendidikan profesional
yang jalur penerimaan mahasiswanya melalui SPMBekSe Penerimaan
Mahasiswa Baru) dan melalui jalur seleksi tersengirhadap siswa-siswa
SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) yang terbaikidaasing-masing terpilih.

Universitas Bengkulu lahir berdasarkan KeputusassiBen Rl Nomor
17 Tahun 1982 dan diresmikan berdasarkan SK Medpandidikan dan
Kebudayaan Nomor 0218/0/1982, Universitas Benglukesmikan oleh Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Daud Yusdaganggal 22 Juni 1982.

Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini makaiveysitas
Bengkulu diwakili oleh Prof. Dr. Zulkifli Husin, SBV.Sc. beliau adalah selaku
rektor Universitas Bengkulu, yang dalam hal initinelak dalam jabatanya
berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 294/M TE3filyang berwenang
bertindak untuk dan atas nama Univeritas Bengkwogyberkedudukan di
Bengkulu dengan alamat di JI. WR. Supratman Bengkul

Sedangkan pihak BNI merupakan Badan Usaha MilikakedgBUMN)
yang bergerak di bidang perbankan melaksanakarepgrangan lebih luas jasa
pelayanannya dalam rangka membantu pendidiakangitimgsional dan

lembaganya.



BNI didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1&huh dan
berdasarkan Undang-undangmor 7 Tahun 1992, status bank milik negara
diubah menjadi Persero melalui Peraturan PemeriNtahor 19 Tahun 1992
tentang persesuaian bentuk hukum BNI 46 jadi Pergemda Pasal 1 yang
berbunyi:

“BNI 46 yang didirikan dengan Undang-undang Nomor Tahun
disesuaikan dengan bentuk hukumnya jadi perseragselmnana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, Peratueareftah Nomor
12 Tahun 1969 sebagaimana telah diuabah dengatuRe@réPemerintah
Nomor 24 Tahun 1972”

Dalam perjanjian kerjasama ini pihak BNI diwakilieb Drs. Nasrun

Tamin, MM., selaku pimpinan BNI cabang Bengkulungdoertindak untuk dan

atas nama PT. BNI yang berkedudukan di Bengkulu.

. Hal tertentu

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Pardgar suatu
perjanjian itu sah maka perjanjian itu antara l&irus memuat suatu hal tertentu
atau dengan kata lain isinya harus tertentu.

Suatu perjanjian memang seharusnya berisi pokak albgek tertentu
agar dapat dilaksanakan. Jika hubungan dengampan&erjasama ini maka
hal tertentu harus dilaksanakan dapat dilihat PadsaMemorandum Of
Understanding (MOU) yaitu mengenai lingkup kerjasama dimana diakan
lingkup kerjasama yang dimaksud meliputi:

1. Penerbitan dan pengelolaan kartu tanda mahasisar&) egawai dan

penempatan anjungan ATM di Kampus Universitas Bahgk



2. Kegiatan-kegiatan lain yang akan disepakati bersaieh kedua belah
pihak.
d. Sebab yang halal

Sebab adalah tujuan dari persetujuan, sedangkaab sgéng halal
menurut Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Reeetialah:

(1) Sebab yang tidak terlarang/ tidak bertentanganatengdang-undang
(2) Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik
(3) Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum

Suatu sebab yang bertentangan dengan undang-unceam
menyebabkan perjanjiannya batal.

Dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilihat bahperjanjian ini
merupakan penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiaw kegiatan lain yang
akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak aderigjuan untuk
meningkatkan administrasi akademik bagi dalam benpenerbitan dan
pengelolaan kartu mahasiswa Universitas Bengkuhg ysekaligus mempunyai
fungsi ganda.

Dari hal diatas tidak unsur yang bertentangan dengalang-undang,

kesuliaan dan kepentingan umum.

4. Hak dan kewajiban para pihak
Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 parjétgrja sama, maka
yang bertanggung jawab dan kewajiban para pihalalada

a. Menerbitkan KM-UNIB dan KP-UNIB



. Mengelola rekening milik mahasiswa dan pegawai yaategsehubungan dengan
diterbitkan kartu mahasiswa (KM-UNIB) dan kartu pe@i (KP-UNIB), sesuai
dengan ketentuan mengenai tabungan (Kartu Plug) panlaku pada pihak
BNI.

. Menyampaikan rekening koran dan data lainnya bedendengan setoran
pembayaran SPP, dan pembayaran lain yang dilakolednmahasiswa secara
dini atau tepat waktu, begitu juga untuk dosen #aryawan Universitas
Bengkulu.

. Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang telah dambmembayar SPP,
dan pembayaran lainnya secara dini atau tepat waktu

. Mengelola rekening Universitas Bengkulu yang ad#agaihak BNI.

Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat rignthal-hal yang
mendukung ataupun yang menghambat atas pengeld&sn tabungan yang
terkumpul dari adanya penerbitan KM-UNIB dan KP-BNI

. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Usitesr Bengkulu, pihak
BNI menarik KM-UNIB/KP-UNIB bagi mahasiswa dan pega yang btidak
berhak memprolehnya.

Dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini juga dapaulis simpulkan

bahwa yang jadi hak dan kewajiban masing-masingkpétalalah:

Kewajiban BNI adalah:

a. Menyerahkan kartu mahasiswa

b. Melakukan penerbitan kartu mahasiswa



Mengirim formulir aplikasi kartu mahasiswa UNIB ddarmulir perjanjian
penggunaan kartuplus pada UNIB

Melakukan pengelolaan pelayanan tabungan mahasssgaiai ketentuan
kartuplus yang berlaku pada BNI

Bertanggung jawab penuh atas dana yang terkumpul pg@merbitan kartu
mahasiswa UNIB

Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat rignthal-hal yang
mendukung atau yang menghambat atau pengelolaaa @dungan yang
terkumpul dari adanya penerbitan kartu mahasiswiBUldn disampaikan pada
UNIB.

Melakukan pemindahbukuan dari rekening mahasiswaepgang kartuplus pada
rekening UNIB.

Mengirim bukti pemindahbukuan secara kolektif/natifr@ermahasiswa.
Memberitahu nama mahasiswa yang saldonya tidakpcuktuk membayar SPP
hingga tidak dapat melakukan pemindahbukuan.

Memberi tembusan nama mahasiswa yang rekeningnyandcudari saldo

minimum.

Kewajiban UNIB:

a.

Menghimpun mahasiswa untuk melakukan pembukuammageartuplus pada
BNI untuk melaksanakan penerbitan kartu mahasisivdBU
Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang ditarik rkgatuatau tidak

berwenang memiliki kartu mahasiswa UNIB.



c. Mendisain kartu mahasiswa UNIB.

d. Memberi rekomendasi terhadap pembaharuan kartu sisavea UNIB untuk
perpanjangan setelah 5 tahun.

e. Memenuhi kelengkapan dan persyaratan pembuatan katisiswa.

Hak BNI:

1) Menerima data mahasiswa yang melakukan pembuk&aning kartuplus dari
UNIB untuk pelaksanaan penerbitan kartu mahasisiNiBU

2) Menerima nama mahasiswa yang ditarik kartunya tedal berwenang.

3) Menerima disain kartu.

4) Dalam hal penggunaan kartu mahasiswa UNIB dalangsinga sebagai
kartuplus tunduk pada ketentuan BNI.

5) Menerima rekomendasi terhadap pembaruan karu nsafesiuntuk
perpanjangan setelah 5 tahun.

6) Memberi peringatan pada mahasiswa yang saldo mdpeya kecil dari saldo
minimum.

Hak UNIB:

a) Menerima laporan tahunan dengan uraian singkaarigntal yang mendukung

atau menghambat atas pengelolaan dana tabunganeykampul.



b) Memberikan pemerintah pemindahbukuan dari rekenmnghasiswa pada
rekening UNIB.

c) Menerima bukti pemindahbukuan tersebut.

d) Menerima pemberitahuan dari BNI nama mahasiswa tiday cukup saldonya
untuk bayar SPP.

e) Menerima tembusan dari BNI nhama mahasiswa yangsgédkurang dari saldo
minimum.

f) Menerima formulir aplikasi kartu mahasiswa UNIB d&rmulir perjanjian
penggunaan kartuplus dari BNI.

Berakhirnya perjanjian kerjsama pengadaan karumahasiswa antara PT. BNI

(Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu

Setiap perjanjian dapat saja berakhir oleh parakpylang telah mengadakan

perjanjain tersebut. Adapun yang menjadi penyelebkbirnya perjanjian ini ada

bermacam-macam. Dalam perjanjian kerjasama inikubtrakhirnya perjanjian

kerjasama ini diatur dalam Pasal 12 yaitu tentagpkhiran perjanjian yaitu:

(1) Perjanjian dapat berkhirnya apabila kedua pihaklsgpuntuk mengakhirinya.

(2) Apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnygampen kerjasama ini
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ipdlek yang menghendaki
tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepétk lainnya dalam
jangka waktu sekurang-sekurangnya 30 (Tiga Puludr) kebelum tanggal
pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.

(3) Apabila sampai waktu yang ditentukan untuk pengakhi perjanjian

sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pihak yaagerima pemberitahuan



tersebut tidak memberikan tanggapan, maka pihakhet dianggap menyetujui
dan karenanya perjanjian ini menjadi berakhir.

(4) Untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini kedua agihsepakat untuk
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undadgng Hukum
Perdata.

(5) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana didgksda pasal ini tidak
meniadakan tanggung jawab kedua belah pihak untekyetesaikan sisa

kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjaikgagjasama ini.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Kartu Mhasiswa Yang

Diadakan Oleh PT. BNI (Persero) Tbk Dengan Universas Bengkulu
Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kattasmmaa antara PT. BNI

(Persero) Thk dengan Universitas Bengkulu tida&kdihinakan oleh kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian tersebut, karena pifalBRI (Persero) Tbk tidak dapat
memberikan data mahasiswa yang sudah melakukanayansm SPP secaom line
kepada pihak Universitas Bengkulu dengn alasanm@&rupakan rahasia PT. BNI
(Persero) Tbk. Jika perjanjian itu dilaksanakan angkhak Universitas Bengkulu

merasa dirugikan karena akan menambah kerja Una®rsBengkulu untuk



memasukkan data mahasiswa yang sudah membayara8B®ilaporkan oleh PT. BNI

(Persero) Tbk.

1. Mekanisme perjanjian kerja sama pengadaan kartu mahsiswa antara PT.

BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu.

Di dalam membahas mekanisme perjanjian kerja saemggulaan kartu
mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk denganddsitas Bengkulu, maka kita
tidak akan bisa lepas dari prosedur terjadinyaapg@gn secara umum.

Untuk terjadinya suatu perjanjian maka kita mengeadanya asas
konsensualitas atau kesepakatan. Syarat kesepadatamereka yang mengikat
dirinya merupakan pertemuan atau persesuaian pandafu sama lain atas isi
perjanjian. Jadi, dalam hal tidak terdapatnya @ers@n pendapat atas isi perjanjian
maka tidak terdapat pula kesepakatan dari merekg geengikatkan dirinya, dan
keksepakatan tidak ada bila pernyataan para pilaatikein secara berbeda dan para
pihak itu tidak mengetahui maksud dari masing-ntasawan yang berbeda itu.
Begitu pula walaupun pernyataan para pihak telahastetapi para pihak belum
mengetahui maka dapat dikatakan belum terjadi peid@ pendapat atau belum
terdapat kesepakatah.

Karena perjanjian baru terjadi apabila ada kesdpak@diantara para pihak,

maka untuk dapat dicapainya kesepakatan itu hadassaatu perbuatan yang

2" Hardijan Rusli, 1993-ukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka sinar Harapan,
Jakarta, halaman 50-51



berurutan, artinya yang satu mengikuti yang lainnfdapun perbuatan yang
berututan itu adalah dengan adanya tawaran teriddilnlu yang diikuti dengan
penerimaan tawaran tersebut. Dengan diterimanyargaw maka akan terjadi
persesuaian kekhendak diantara pihak yang menawademgan pihak yang
menerima tawaran. Hingga dari kekesesuaian keheitdalhirlah kesepakatan
diantara pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum

Kesepakatan yang terjadi diantara pihak tersebaiahdmengenai hal
tertentu sebagaimana dikemukan dalam penawaranhaatertentu itu haruslah
merupakan suatu sebab yang halal dalam arti kd&k tbertentangan dengan
Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum,ghingpabila hal tersebut
sudah terpenuhi, maka para pihak terikat untuk ko&kn suatu perbuatan hukum
yang akibatnya dikehendaki oleh masing-masing kpibebagaiman yang telah
diperjanjikan.

Setelah kita mengetahui prosedur lahirnya perjangiecara umum, maka
dalam praktek untuk lahirnya perjanjian kerja sggeagadaan kartu mahasiswa ini
tidak bisa kita lepaskan dari prosedur terjading@gamjian tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukaapatlah penulis simpulkan
bahwa untuk lahirnya perjanjian kerja sama pengadastu mahasiswa ini, para
pihak menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Pihak BNI menawarkan pada UNIB suatu bentuk kesjass delam pengadaan
kartu mahasiswa, sebagaimana yang telah dilakulga gleh BNI dengan 27
perguruan tinggi lainnya, baik itu perguruan tinggigeri maupun swasta,

dimana untuk pertama kali BNI telah mengadakarak&ayma ini dengan ITB.



Namun sebelum BNI menawarkan pada Unib untuk meagadkerja sama ini,

BNI terlebih dahulu meninjau pihak UNIB , apakahhgk UNIB telah

memenuhi syarat yang telah ditetapkan BNI.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

a. Universitas Bengkulu harus mempunyai rekening di BBn mempunyai
potensi bisnis yang menguntungkan.

b. Universitas Bengkulu harus dapat menjaga saldo saamgka tertentu.

c. Universitas Bengkulu sanggup melaksanakan pengampulbng kartu
mahasiswa dan data mahasiswa.

Stelah itu BNI memperhatikan, menilai dan memutaskahwa UNIB
memenuhi syarat di atas, barulah BNI yang dalamiriiadrang wilayah BNI
melakukan penawarannya pada pihak UNIB dengan aaengdakan
pembicaraan dengan wakil dari UNIB yang dalam Imalaidalah Pembantu
Rektor IV
. Pihak UNIB selaku pihak yang menerima tawaran, taefiahwa tawaran
tersebut sangat bermanfaat, mengingat UNIB selaib&ga perguruan tinggi
yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pemelitan pengembangan
pada bidang sosial budaya yang sebelumnya telah anfaatkan juga
pelayanan dari BNI, memerlukan mitra kerja samaukimhenyempurnakan
pendidikan mahasiswa dan untuk perluasan wawasan naanyempurkan
manajemen keuangan dan administrasi pada umumngka lderdasarkan hal

tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengad@kgnsama.



3. Untuk itu maka BNI telah membuat MOU dan perjanjiarja sama dalam
bentuk yang sudah baku, dan terhadap perjanjian tetlebih dahulu
dipertimbangkan oleh UNIB dengan cara terlebih tlalmempelajarinya dan
setelah adanya persesuaian sedikit oleh UNIB ydlemtuk kartunya maka
pihak UNIB menyetujui MOU dan perjanjian kerja sayang diajukan oleh
BNI tersebut
Jadi berdasarkan uraian diatas dapat diketahui daddanya dua perjanjian
sampai lahirnya kerja sama pengadaan kartu maregisyaitu:

a. Perjanjian pendahuluan yang berupéemorandum of Understanding
(MOU)
yaitu: kesepakatan bersama antara BNI dengan UMiBkumengadakan
penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa UNIBnuvg Erman
Rajagukguk, MOU ini merupakan sebagai dokumen yaegnuat saling
pengertian diantara para piahak sebelum suatu nfianadibuat, dan
menurutnya perlu untuk memasukkan isi dari MOU dleus kedalam
kontrak sehingga ia mempunyai kekuatan mendgfkat.
Dalam MOU ini terdapat 7 Pasal yang membahas tgntiagkup kerja
sama, sifat kerja sama, pelaksanaan kerja samdaabatan keserasian,
jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan addendu

b. Perjanjian pokok yaitu perjanjian kerja sama dala@nerbitan dan

pengelolaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Pgr3é&todengan UNIB
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4. Setelah adanya persetujuan antara kedua belah pifadda MOU dan perjanjian
kerja sama dibuat rangkap dua dimana masing-magndiberi materai dan
keduanya ditandatangani masing-masing pihak. MQupdgjanjian kerja sama
mempunyai kekuatan yang sama dan berlaku sebdgsetetah ditandatangani
oleh masing-masing pihak.

5. Setelah MOU dan perjanjian kerja sama ditandatangiam pihak BNI dan
UNIB, maka pihak UNIB mengirimkan desain kartu yasiuat oleh UNIB
pada pihak BNI untuk dirposes lebih lanjut oleh BNisat. Adapun bahan dasar
yang digunakan dalam pembuatan kartu mahasiswadelah plastik, dimana
pada bagian depan kartu secara keseluruhan merupddatitas pihak UNIB.
Nomor dan nama mahasiswa dicetak dengan mesin keték Flat Printing
Machine Card), sedangkan foto mahasiswa dipropses dengan nkésisus
sehingga terlihat dengan jelas pada permukaan.kBegian belakang kartu
keseluruhan merupakan identitas pihak BNI dan paafmetic stripe di bagian
belakang kartu, baris 1 dan 3 dapat dimanfaatkah pihak UNIB sepanjang
tidak mempengaruhi sistem pada BNI, baik yang teldd maupun yang akan
ada dikemudian hari.

6. Dengan telah diadakannya perjanjian kerja samaniaka perjanjian sudah
dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian adaeddisasi atau pemenuhan hak
dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihdlak supaya perjanjian itu
mencapai tujuannya. Tujuan tersebut tidak akanujeivtanpa ada pelaksanaan

perjanjian itu, oleh karenanya masing-masing pitleltus melaksanakan



perjanjian dengan sempurna dan tepat mengenaimpgang telah disetujui

untuk dilakukan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 parjakg@rja sama,

maka yang bertanggung jawab dan kewajiban par pittalah:

a.

b.

Menerbitkan KM-UNIB dan KP-UNIB

Mengelola rekening milik mahasiswa dan pegawai yadg sehubungan
dengan diterbitkan kartu mahasiswa (KM-UNIB) damtkegpegawai (KP-
UNIB), sesuai dengan ketentuan mengenai tabungamtyKPlus) yang
berlaku pada pihak BNI.

Menyampaikan rekening koran dan data lainnya bederdengan setoran
pembayaran SPP, dan pembayaran lain yang dilakol&n mahasiswa
secara dini atau tepat waktu, begitu juga untukedodan karyawan
Universitas Bengkulu.

Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang telah dambelembayar
SPP, dan pembayaran lainnya secara dini atauviebdi.

Mengelola rekening Universitas Bengkulu yang ad#agahak BNI.
Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat rigntaal-hal yang
mendukung ataupun yang menghambat atas pengeldi@aa tabungan
yang terkumpul dari adanya penerbitan KM-UNIB dd?KNIB.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak UsitasrBengkulu, pihak
BNI menarik KM-UNIB/KP-UNIB bagi mahasiswa dan pega yang

btidak berhak memprolehnya.



7. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini dimulai dalareya penyetoran setoran

pertama dan biaya pembuatan kartu sebanyak Rp@,8.Qhtuk lebih jelasnya

prosedur aplikasinya seperti yang tercantum dalasalR8 perjanjian kerja sama

adalah:

a.

Pihak BNI melalui Kantor Cabang Bengkulu mengirimkarmulir aplikasi
KM-UNIB dan KP-UNIB serta formulir Perjanjian Pengtpan KartuPlus,
kepada Pihak UNIB.

Fomulir aplikasi KM-UNIB diisi oleh mahasiswa, sed&an formulir
aplikasi KP-UNIB diisi oleh pegawai yang bersangkyt dengan
mencantumkan contoh tanda tangan dan melampirkéam Bberwarna

sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran 2 x 3 cm.

c. Perjanjian penggunaan Kartu Plus ini diisi daamtlatangani oleh mahasiswa

atau pegawai bersangkutan sebagai pemegang penegdadlus.
Formulir aplikasi KM-UNIB dan KP-UNIB serta formuli perjanjian
penggunaan Kartu Plus tersebut pada ayat (2) dan(&y pasal ini yang
telah diisi oleh mahasiswa dan pegawai, disampaidah Pihak UNIB
kepada Pihak BNI melalui Kantor Cabang Bengkulu.

Penyampaian formulir khusus untuk KM-UNIB sebagaim&ersebut pada
ayat (4) pasal ini harus disertakan uang sebesald®p00,- untuk setiap
mahasiswa yang terdiri dari Rp. 10.000,- sebaghklosaninimum pada
pembukuan Kartu Plus, Rp. 5.000,- sebagai biayabpatan kartu, Rp.

3.000,- sebagai biaya administrasi selama satuntahu



Lebih lanjut dapat dilihat beberapa hal yang dimdaam Perjanjian

Kerja Sama ini:
1. Pengertian
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup
4. Bahan, bentuk, desain, dan isi KM-UNIB dan KP-UNIB
5. Tanggung jawab dan kewajiban
6. Penggunaan KM-UNIB dan KP-UNIB
7. Persyaratan KM-UNIB dan KP-UNIB
8. Prosedur aplikasi
9. Penyerahan KM-UNIB atau KP-UNIB
10.Pembayaran SPP
11.Jangka waktu kerja sama
12.Pengkhiran perjanjian
13.Addendum
14.Force majeure
15. Penyelesaian sengketa
16. Domisili hukum

Dengan adanya pengaturan dan syarat kerja sama lgbitg lengkap

diharapkan akan dapat mencegah timbulnya permasaaantara pihak.

2. Pengaturan perjanjian kerjasama pengadaan kartu ardéra PT. BNI (Persero)

Tbk dengan Universitas Bengkulu



Adapun yang menjadi dasar dari diadakannya pesjankerjasama ini
adalah:
a. Udang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterdiéi&an Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentandidikan Tinggi
Di dalam Peraturan Pemerintah ini ada menagatuarnigrkerjasama antar
perguruan tinggi pada Pasal 129 BAB XV yang berbuny
1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruamitidgpat menjalin
kerjasama antar perguruan tinggi dan/ atau lembayghaga lain baik di
dalam maupun diluar negeri.
2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) blegmeentuk :
(a) Kontrak manajemen
(b) Program kembaran
(c) Program pemindahan kredit
(d) Tukar menukar dosen dan mahasiwa dalam penyeleaggdegiatan
akademik
(e) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksdwabamak
() Penerbitan bersama karya ilmiah
(g) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatain ilanme
(h) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
c. Statuta Universitas Bengkulu
Pada BAB XVII Statuta Universitas Bengkulu mengantang kerjasama
antar perguruan tinggi dan antar lembaga yaitu:

Pasal 115 ayat (1) yang bebunyi:



“Universitas dalam melaksanakan kegiatan tridhattag@at menajalin kerjasama

dengan perguruan tinggi dan lembaga-lemabag laiik, dalam maupun luar

negeri”

Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap bentuk kerjasama antara universitas depgaguruan tinggi dan/ atau

lembaga lain dengan masa lebih dari satu tahumamigkan dalam bentuk Nota

KesepakatanMemorandum of Understanding) dan/ atau kontrak kerjasama”

Peraturan-peraturan diatas merupakan dasar hukugn Uaiversitas

Bengkulu dalam melakukan kerjasama dengan PT. BPdrsero) Tbk yakni

melakukan perjanjian kerjasama dalam pengadaan keihsiswa.

3. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjiankerjasama pengadaan

kartu mahasiswa

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yanahtelilakukan sejak
Tahun 1998 namun belum dilaksanakan sesuai depgganjian yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak, dimana hanyagsab kecil mahasiswa yang
memiliki yang memiliki kartu mahasiswa yang jugafbegsi sebagai ATM, itupun
hanya berfungsi seperti ATM BNI biasa dan tidak atamelakukan pembayaran
SPP melalui ATM tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Pembantu Rektor ldnBiKerjasama
adapun kendala yang terdapat dalam pelaksanaaanjmeemj pengadaan pengdaan

kartu mahasiswa ini karena:



1. Pihak BNI tidak dapat memberikan data mahasiswg ya@mbayar SPP secara
on line kepada pihak uiversitas Bengkulu dengan alasaménupakan rahasia
Bank Negara Indonesia.

2. Karena tidak ada kesepakatan antara pihak darBRT (Persero) Thk dengan
pihak universitas Bengkulu dalam potongan taburggtiap bulannya, dimana
pihak dari PT. BNI (Persero) Tbk meminta potonganbplannya empat ribu
rupiah sedangkan dari pihak universitas Bengkulummi& potongan
perbulannya seribu lima ratus rupiah.

Oleh karena itu pihak universitas Bengkulu meragaktdiuntungkan atau
dirugikan atas kerjasama ini sehingga perjanjiatidak dilaksanakan sebagaimana
yang telah disepakati oleh para pihak dalam pegangrsebut.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Dd#d&am Penyelesaian

Sengketa

Upaya hukum disini adalah upaya yang ditempuh pibpkbila timbul suatu
kerugian atau ketidakpuasan dikarenakan oleh kataktaupun wanprestasi dari salah
satu pihak terhadap pihak lainnya. Terhadap adaalsdh penafsiran atau perselisihan
dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaen kaahasiswa ini dapat
diselesaikan, sebagaimana dinyatakan dalam dalssal R& Perjanjian Kerjasama
Antara PT. BNI (Persero) Dengan Universitas Benglgaing berbunyi

“apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran palaksanaan perjanjian ini,

kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musfagan apabila musyawarah
tidak tercapail, maka akan diselesaikan melalurjabkum pengadilan negeri”



Menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Thk cabang Begk jika terjadi
perselisihan antara kedua belah pihak maka dapalfedaikan dengan cara musyawarah
atau perdamaian, berdasarkan wawancara dengan RemBaktor IV Bidang
Kerjasama yang mewakili Rektor Universitas Bengkulenyatakan apabila
penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaiak fidga dapat meyelesaikan
perselihan yang terjadi antara kedua belah belahkpmaka dapat dilakukan dengan
cara penyelesaian dengan abitrase yaitu dengan cara

a. Konsilias
Konsoliasi adalah usha yang dilakukan pihak ketiga yang fa¢nsetral,
untuk berkemukasi dengan kelompok-kelompok yangsermgketa secara
terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegawganmengusahakan ke
arah tercapainya persetujuan untuk melangsungkarsepr penyelesaian
sengketa, strategi konsiliasi ini sering digunakatuk mendamaikan para pihak
yang terlibat konflik yang tidak mungkin atau suliselesaikan, yaitu denga
sering berpendapat langsung dalam meja perundingan.
b. Fasilitas
Fasilitas adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilakagtusu
pertemuan atau perundingan yang produktif bagi pdsak yang bersengketa.
c. Negosias
Negosiasi adalah proses yang berlangsung secara sukarekardigpara
pihak yang bertatap muka secara langsung untuk modéempkesempatan yang
dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatmgsalahan atau sengketa

yang sering dihadapi oleh para pihak



d. Medias
Medias adalah bantuan dari pihak ketiga dalam prosessmegjptetapi
pihak mediator tersebut ikut serta mengambil kegaru

Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah atdamaéan sesuai
dengan teori tentang negosiasi dan perdamaian gatgr oleh Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abitrase dan Alterréihyelesaian Sengketa, Pasal
60 ayat (2) undang-undang diatas, dikatakan bahwa:

“Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untulyetesaikan sendiri
sengketa yang timbul diantara mereka, kesepakatsgenai penyelesaian tersebut
selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk teryalngy disetujui oleh para pihak”

Ketentuan diatas serupa yang diatur dalam Pasdl KR&b Undang-Undang
Hukum Perdata tentang perdamaian yang menyatakavaba
“perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mala kelah pihak dengan
dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan bastmg, mengakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau pun mencag@afiniya suatu perkara”

Jika upaya hukum penyelesaian sengketa antdtekeelah pihak melalui
musyawarah atau perdamaian, konsiliasi, fasilitasigosiasi atau dengan mediasi,
menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk cabang Behgkiapat melakukan upaya
hukum lain yaitu melalui gugatan yang diajukan kadadilan Negeri Bengkulu sesuai
dengan wilayah hukumnya dalam hal ini yaitu Pergadiegeri Bengkulu.

Pengajuan gugatan terjadi karena kelalaian ataupneatasi dalam
melaksanakan perjanjian ini, dalam ilmu hukum yadlilgatakan wanprestasi adalah
apabila:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali



b. Keliru memenuhi prestasi
c. Terlambat memenhi prestasi
d. Tidak tunai dalam memenuhi prestasi

Kelalaian atau wanprestasi yang mendasari dalarakuiedn gugatan diatas
yang mengakibatkan suatu kerugian, sebagaimandudisialam Pasal 1239 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan”

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, ataaktiberbuat sesuatu,

apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, ndapatkan

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan peniggabiaya, rugi dan
bunga”

Menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Thk cabang Bemglgugatan dapat
dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaatu mahasiswa baik dari pihak
Universitas Bengkulu maupun dari pihak PT. BNI @eeo) Tbk, gugatan diajukan
pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengajukagatgn adalah pihak yang
dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Pembantu Rektor [Muad#paya hukum
yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengkata yerjadi dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut adalah musyawarah antara pihvakersitas Bengkulu dengan
pihak PT. BNI (Persero) Tbk, namun musyawarah y#elgh dilakukan belum
mencapai kesepakatan antara kedua belah pihakakareak PT. BNI (Persero) Tbk
tidak dapat memberikan data mahasiswa yang meml&®§8r secaran line kepada
Universitas Bengkulu. Hingga saat ini belum adayaphukum lain yang dilakukan

oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengkstbut.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik kekmpu

1. Perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswaaaR@ BNI (Persero) Tbk
dengan universitas Bengkulu merupakan bentuk gematimbal balik dilakukan
secara tertulis yang dituangkan dalam surat kesegakbersama dan dari segi
isinya telah memenuhi syarat perjanjian secara uyaita syarat formal dan syarat
material.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kathasmwa antara PT. BNI.
(Persero) Tbk dengan universitas Bengkulu belunfakeana sesuai dengan
perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa Na@i®. A/J30. P/ KU/ 1998
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh kedua beiahkpdalam penyelesaian
sengketa dalam pelaksanaan perjanjian terseburadaisyawarah, namun belum
mencapai kesepakatan antara kedua belah pihakefam lada upaya hukum lain

yang dilakukan oleh kedua belah pihak.



B. Saran
1. Agar perjanjian pengadaan kartu mahasiswa anfar&8RI| (Persero) Thk dengan
Universitas Bengkulu ditinjau ulang atau dilakukperjanjian baru yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak ataupun perjatgraebut dibatalkan saja.



